BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.19, 2017 KEMENKEU. Iuran Pensiun. PNS. Pejabat Negara.
Pengelolaan. Pelaporan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243 /PMK.02/2016
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaporan pengelolaan akumulasi iuran
pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
ketentuan mengenai pengadministrasian, pelaporan,
dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 20/PMK.01/2007 tentang
Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan
Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf a dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan anggaran negara dan melakukan
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pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

c. bahwa mengacu ketentuan Pasal 26 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015
tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015
tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
Pegawai Negeri Sipil, perlu menyempurnakan
pengaturan mengenai pelaporan  pengelolaan
Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara dalam suatu Peraturan Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun

Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5407);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);
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3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi
[uran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1703)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23/PMK.02/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi
Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 266);

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234 /PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut
dari setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian,
Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan
Besarnya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai

Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
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sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 1977.

2. Akumulasi [uran Pensiun adalah kumpulan dana yang
merupakan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat Negara beserta hasil
pengembangannya.

3. Badan Penyelenggara adalah badan yang mengelola
Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan

Pejabat Negara.

BAB II
BADAN PENYELENGGARA

Pasal 2
Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan

oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan
Penyelenggara membuat dan memelihara buku,
catatan dan dokumen yang berkaitan dengan
administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran
Pensiun.

(2) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
terpisah dari tugas lain yang dikelola Badan

Penyelenggara.
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BAB III
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis Laporan

Pasal 4

(1) Badan Penyelenggara wajib membuat laporan secara
berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. laporan tahunan;
b. laporan semesteran; dan
c. laporan bulanan.

(3) Laporan tahunan dan laporan semesteran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b sekurang-kurangnya mencakup aspek
operasional, keuangan, dan investasi.

(4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ mencakup laporan aset dalam bentuk investasi
dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan
laporan keuangan yang disusun oleh Badan
Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(6) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan
laporan keuangan yang disusun oleh Badan
Penyelenggara.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) terdiri atas laporan dana bersih,
laporan perubahan dana bersih, laporan arus Kkas,
catatan atas masing-masing pos dalam laporan
keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam

bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan
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